BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Alasan KPPU menggunakan pendekatan rule of reason dalam
memutuskan perkara dugaan praktik monopoli terhadap pelayanan
jasa taksi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar,
dikarenakan penggunaan pendekatan rule of reason memungkinkan
Majelis Komisi untuk menganalisis lebih dalam mengenai dampak
yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku
usaha (menemukan fakta-fakta baru mengenai faktor-faktor yang
menjadi penyebab pelanggaran tersebut). Penggunaan pendekatan
rule of reason di sini memiliki keunggulan karena menggunakan
analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui
dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan dianggap menghambat
persaingan atau mendorong persaingan, karena tidak semua
monopoli menimbulkan efek negatif.

Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam upaya
penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Terdapat tiga
aspek yang harus selalu diperhatikan dalam menegakkan hukum,

yaitu: keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan
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kepastian ~ hukum  (rechtssicherheit).  Berdasarkan  hasil

pembahasan, Putusan KPPU No. 18/KPPU-1/2009 telah berhasil

mewujudkan Kketiga aspek tersebut, meskipun secara empiris aspek

kepastian hukum belum sepenuhnya tercipta.

a.

Aspek keadilan terwujud karena putusan KPPU tersebut telah
berhasil “menjaga  kelangsungan  persaingan”, yakni
terciptanya kesempatan berusaha bagi operator taksi lain dan
yang terpenting konsumen memiliki kesempatan untuk
memilih jasa taksi yang akan digunakan sesuai kebutuhan
mereka. Di samping itu, dari segi pelaku usaha yang
dinyatakan bersalah, ada kesempatan yang diberikan untuk
mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU sampai ke
tingkat Mahkamah Agung.

Aspek kemanfaatan juga terwujud dari adanya perubahan cara
pandang pelaku usaha dalam menyikapi persaingan, yang
menyebabkan kesempatan berusaha operator taksi lain semakin
terbuka. Hal ini juga menandakan bahwa konsumen juga
merasakan manfaat dari putusan KPPU, dengan terciptanya
persaingan (mengakibatkan peningkatan produktivitas dari
operator taksi bandara) berarti konsumen memiliki lebih
banyak pilihan yang bisa dipertimbangkan sesuai

kebutuhannya.
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c. Aspek kepastian hukum (secara normatif) terwujud karena
putusan KPPU telah memberikan suatu pedoman bagi
terciptanya tertib hukum di masyarakat, terutama bagi
terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Putusan KPPU
No. 18/KPPU-1/2009 juga memberikan saran dan
pertimbangan kepada pihak yang berwenang menerbitkan izin
operasi taksi yakni Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi
Selatan, sehingga tercipta suatu harmonisasi kebijakan yang
pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Namun, secara empiris aspek kepastian hukum belum
sepenuhnya tercipta, dikarenakan penetapan eksekusi yang

harus melalui pengadilan negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran

sebagai berikut:

1.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat
kesempatan untuk mengajukan upaya keberatan terhadap putusan
KPPU sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Hal ini haruslah
mendapat perhatian khusus, terutama mengenai pemahaman para
hakim dalam bidang persaingan usaha. Oleh sebab itu, ke depannya

perlu ditingkatkan sosialisasi dan kerja sama antara KPPU maupun



117

lembaga-lembaga penegak hukum lain (terutama hakim), agar
tercipta suatu landasan berpikir yang universal dalam menegakkan
hukum persaingan usaha di Indonesia.

Implementasi hukum persaingan usaha pada dasarnya tidak hanya
menjadi tugas KPPU, namun juga memerlukan dukungan
stakeholder yaitu pelaku usaha dan regulator. Peran pelaku usaha,
dalam hal ini diwujudkan melalui kesadaran untuk senantiasa
berusaha dengan praktik bisnis yang sehat, sementara bagi
regulator peran ini dapat berupa kebijakan yang mendukung
terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, agar
kesejahteraan rakyat dapat terwujud, perlu usaha dan komitmen
yang kuat untuk menciptakan harmonisasi dalam mewujudkan
persaingan usaha yang sehat dari KPPU, pelaku usaha, serta

regulator (terutama pemerintah daerah).
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